
BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Arti Penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses 

Peradilan Pidana. 

Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) mempunyai arti 

yang sangat penting khususnya dalam penyelenggaraan proses peradilan 

pidana. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) adalah 

merupakan suatu usaha untuk melindungi Saksi dan Korban agar berani 

membantu untuk mengungkap dan memberikan keterangan sesuai dengan 

sebenarnya sehingga usaha mencari kebenaran Materiil lebih terbuka.  

2. Pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada saksi dan 

korban. 

Sebelum dibentuknya Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban sudah ada beberapa aturan yang memberikan 

tugas kepada beberapa Lembaga atau Instansi pemerintah untuk memberikan 

perlindungan kepada Saksi dan Korban. Dari hasil riset yang dilakukan oleh 

peneliti, maka pihak yang berkewajiban untuk meberikan perlindungan pada 
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saksi dan korban mengingat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) 

sampai sekarang belum terbentuk yaitu : 

1) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK)yang  hanya 

berfokus pada saksi dan pelapor tindak pidana Korupsi. 

2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Pengadilan terhadap 

Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 

3) Polisi Negara Republik Indonesia terhadap Saksi dan Korban Tindak 

Pidana Umum. 

B. SARAN. 

1. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) agar Keanggotaan dari 

Lembaga tersebut tidak hanya diisi oleh orang-orang yang akan pensiun dari 

pekerjaan di Departemen dilingkungan pemerintah dan para pencari kerja, 

seperti yang saat ini banyak terjadi di pemilihan-pemilihan anggota Komisi 

lainnya, tapi Keanggotaan harus diisi oleh para pakar, seperti pakar dibidang 

dukungan terhadap korban kejahatan (victim suport), pakar bidang hukum 

HAM dan pidana, pakar bidang psikolog, pakar bidang kriminologi. 

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) harus secara 

sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan institusinya dengan serius untuk 

mencari kebenaran Materill dalam proses peradilan Pidana. 
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